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PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

Menimbang

TAHUN 2009-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa untuk mengarahkan pembangutia Kota Probolinggo dengan
memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya gurfzgsileguna, serasi, selaras,
seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meniragk&tsejahteraan masyarakat
dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencardukatg Wilayah ;

. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan peonten antar sektor, daerah
dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayapakan arahan lokasi investasi
pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, madydeaiatau dunia usaha ;
bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Daerah Kadtaliiggo Nomor 27 Tahun
2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Rngigol Tahun 2000-2010
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturatagenmaang sehingga perlu
diganti dengan peraturan daerah yang baru ;

. bahwa perubahan sistem pemerintahan sangat bemgengahadap sistem
penataan ruang wilayah ;

. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomorak&inr 2007 tentang
Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomoth#2é 2808 tentang RTRW
Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaamarpaatan ruang Wilayah
Nasional dan Propinsi Jawa Timur perlu dijabark@ddam Rencana Tata Ruang
WilayahKota Probolinggo ;

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katadiinggo bersama Walikota
Probolinggo telah menyempurnakan Rancangan Perddarah Kota Probolinggo
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolifiggmn 2009-2028 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188KRKS/013/2010 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah KotaliPggo tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 ;



Mengingat

g.

1.

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada fhutilhkukan agar
tercipta kesinambungan penataan ruang di wilayavirai Jawa Timur sehingga
tercapai harmonisasi yang kongrit antara penatsargrwilayah Provinsi dan juga
Nasional ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dunadsa huruf a, b, ¢, d, e, f
dan g Konsideran ini, maka perlu menetapkan RentataaRuang Wilayah Kota
Probolinggo dengan Peraturan Daerah Kota Probalingg

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 198&itg) Pembentukan Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dara Bavat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PerafDesar Pokok Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@®01 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@4#)2

Undang-Undang 15 Tahun 1985 tentang Ketenagadistrifkembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahambiagan Negara
Republik Indonesia Nomor 3317) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonseBasiber Daya Alam
Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republiloriesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoiesnor 3419) ;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang PerumdhanPermukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nog® Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Peraidanksia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, B&danio Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3647) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeldlengkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No6& Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekiasin(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 b&aan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881) ;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehut@cembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telabadi dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Rer&amerintah Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undangomdin Tahun 1999
tentang Kehutanan Menjadi Undang — undang (Lembélagara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan LembaragarbleRepublik
Indonesia Nomor 4401) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desailnsin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 belian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4045) ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak &as Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Kdd&?) ;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahblegara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambdembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bang@wtung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 belian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247) ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber [Pary (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Baro Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PemlantuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Isdomahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesisoN@89) ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistennen&amaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republiknéstto Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IrsiiNomor 4421) ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikéioambaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemesimtBaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 b&&en Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telabrbpa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentandpdPan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran NeRepablik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repudonesia Nomor
4844) ;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalamiiaean Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencamddhgunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Neggpalitk Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republdnisia Nomor 4700) ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlapiata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, B Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722) ;
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25.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pend&aamg (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembararrdsigenor 4725 ) ;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengal#lawasan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 No®ér Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4739) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelay@embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahambiaean Negara
Republik Indonesia Nomor 4850) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengal®@ampah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, &#ano Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851) ;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertarabamdineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0@ Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepatiaas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, B Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966) ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laluakidan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nof@& Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955) ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketesag@@n (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 b&&an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PerlgaiunPengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indandsahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesizoN5059) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentamiindeegan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No8%) Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentangdif@si Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indan&ahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&%#)3

Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 1993 tentaagaifna Dan Lalu Lintas
Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik IndoNesrer 3529) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentatekddeaan Hak dan
Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Sextydvbkat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@é lig¢énor 104) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentangertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran NegarabliRepdonesia Tahun

1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republdngsia Nomor 3747) ;
4
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42.
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45,
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47.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentamgag&an Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Rkpotonesia Tahun
1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Reputdikniesia Nomor
3776) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentanglisan Dampak
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indome3$ahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 3838) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentamgkat Ketelitian Peta
Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara R&puidonesia
Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rkpmdonesia
Nomor 3934) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentangeReggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesianrad01 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@s)4;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentangnHgota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4242) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentangt&gunaan Tanah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No#%o Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentamigndRengan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nd@, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentalag Jal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4489) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentargfuPan pelaksanaan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangu@sdung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMd®6p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentaiggsir (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentdag (laembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84 , Tambahembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4653) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaPrabinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran rdedepublik



